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TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas KKN

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999, pada 21 April 2014 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku)

Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerija,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi dan
Implementasi SAKIP

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan

Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018



S

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

F r@ran Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
n Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan dan Kesehatan

Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Bagian Adm.
k Pembangunan

Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi

Budaya Lokal



VISI Kab.Lamongan:
“Terwujudnya Lamongan yang
Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”

TUJUAN :
MENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL DAN AKUNTABEL
UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK

SASARAN : MENINGKATNYA
KINERJA PELAYANAN PUBLIK

RENSTRA
TUJUAN : Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien
serta mampu memberikan pelayanan publik yang
lebih baik
Indikator Tujuan
IKM

: Nilai LPPD; Nilai SAKIP;

SASARAN : Terwujudnya kebijakan
stratgeis bidang ekonomi pembangunan
Indikator sasaran : Prosentase kebijakan
strategis bidang ekbang yang ditindaklanjuti



7 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016
an Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

melaksanakan  penyiapan  perumusan  kebijaksanaan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
TUGAS bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi

& pembangunan, meliputi penyusunan program,
FUNGSI pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.



GAS DAN FUNGSI.....

tang perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016
rganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

penyiapan pelaksanaan /

T
koordinasi, pembinaan, % pelaksanaan
2 pengendalian dan pemberian o) bimbingan teknis di 3
bimbingan teknis % bidang administrasi
administrasi pembangunan \ pembangunan 5

\ - 7
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan administrasi pembangunan
meliputi penyusunan program,
pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan

4

pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan
oleh Asisten
Ekonomi dan
Pembangunan
sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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Kebijakan :

OPD dan
stakeholders
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Terwujudnya Pembangunan Yang Berkualitas dan Sesuai
Perencanaan

Perumusan Kebijakan Strategis yang ditindaklanjuti dalam
Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pembangunan

Fasilitasi dan Koordinasi bidang administrasi pembangunan




/4

Indikator Tujuan

Tujuan :
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan
yang berkualitas
dengan didukung
birokrasi yang
efektif dan efisien
serta mampu
memberikan
pelayanan publik
yang lebih baik.

Indikator :
Nilai LPPD
Nilai SAKIP
IKM

Cascading........

Indikator Sasaran

Program Kegiatan

Sasaran :
Terwujudnya
kebijakan strategis
bidang ekonomi
pembangunan

Indikator :

Persentase kebijakan

strategis bidang
ekbang yang
ditindaklanjuti

1.Pembinaan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Daerah. Indikator : Jumlah
Pembinaan
2.Pembinaan Jakon. Indikator:
Jumlah pembinaan SDM
3.Pengendalian Pembangunan
Daerah. Indikator : Jumlah
keg fisik yg tepat waktu dan
sesuai perencanaan
4.Monev pelaporan
pembangunan daerah.
Indikator : Jumlah laporan
realisasi keu yg dievaluasi
dan dimonitoring
5.Penyusunan Sistem Informasi
terhadap Layanan Publik.
Indikator : Jumlah Layanan
publikasi kpd masyarakat
6.LPSE. Indikator : Jumlah
layanan PBJ utk SPSE

Rp. 240 jt
Rp. 191 jt

Rp. 340 jt

Program :
Fasilitasi Kebijakan

Strategis dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah

Indikator :
Persentase kegiatan
pembangunan yang
dikendalikan dan
dievaluasi

Rp. 245 jt

Rp. 495 jt

Eselon Eselon
3 4

| S : Rp. 1.610.000.000



Daerah Kab. L Tahun 2016-2021
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MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KAB, LAMONGAN Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018
TAHUN 2016-2021
Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing SASA [TNDIKATOR KINER= PROG b
Misi Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik No TURIAN AN R LAt AN e A JNDIKATOR KEGIATAN ANGAARAN
Tujuan ing! k Kinerja Instansi F intah dan 1 |t y Kegiatan 1 Program Pembinaan Jumlah Pembinaan 165.000.000,00
Sasaran 2 Terwujudnya kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan. pembangunan Yang dikendalikan Fasilitasidan  |Pelaksanaan SOM (PPK, PPHP,
No| Indikator S: Cinerja Utama | Formulasi Penghitungan Sumber Data | Penan berkualitas dan dan dievaluasi inasi Pejabat pengadaan,
i . g . s e S i : i Kebijak: Pokja ULP, d
Prosentase  kebijakan strategis s bid. Ekonomi Pembanqunan yq ditindaklanjuti x 100% Laporan  Bagian di | Asisten Ekonomi seuel S;:::a 55 d P: jaawlas Laana AN
bidang Ekonomi dan Pembangunan Jmi kebijakan strategis yg diusulkan lingkup Asisten Ekonomi | dan P pe e 1 il
yang ditindaklanjuti dan Pembangunan pembangunan daerah Evaluasi
melalui prinsip3 T Pembangunan
sy (tepat Waktu, Tepat
[ n. Mutu, dan Tepat Pembinaan Jasa Jumlah Pembinaan 165.000.000,00
No| TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Dasar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 KEBIJAKAN PROGRAM Buku/Administrasi) Konstruksi SDM (Pengguna
2016 Anggaran dan
1 1.Terwujudnya kebij 56 kebijakan strategis bidang EJ Meningkatkan elenggara | 1. Fasiltasi & koordinasi kebijakan strat Penyedia
Akuntabilitas strategis bideng | dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |an fran yang i 1asa/Rekanan)
Kinerja  Instansi| Ekonomi dan [1 Dokumen Kebijakan Strategis 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |berkualitas dengan didukung -
Pemerintah  dan| Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dievaluasi birokrasi yang  efektif dan Penyusunan Sistem [Jumlah layanan 50.000.000,00
poleyanen putitk (Sasaeia linghup 2 m,’:ﬁ :mﬁfm 100% | 100% | 100% | 100% | 100% fefesien mm"::':"“ Informasi terhadap {Publikasi kepada
Asisten Ekbang ) yang dievaluasi yang lebih baik melalui Layanan Publik masyarakat
3. Prosentase Dokumen Kebiaken Strategis 100% | 100% | 100% | 100% | 100% [kebiakan salegis bicang
Bideng Energi Sumber Mineral dan Ekonomi Permba
Koperasi y:':maluni Do bukualitlns P Pengendalian Jumiah Kegiatan Fisik 259.350.000,00
Indikator Tujuan :
> Niai LPPD os 100% | 100% | 100% | 100% | 100% . Fasiltesi & koordinasi kebijaken startq Pembangunan vang tepat waktu dan
> Nitai SAKIP o & evaluasi pembangunan daerah Daerah sesuai dengan
> KM Prmm:s?e Kegiatan yang dikendalikan den 100% | 100% | 100% | 100% | 100% perencanaan
usshann, g~05h 1S0P | 1S0P | 150P | 1S0P | 150P 8. Fasiltasi & koordinasi kebijakan strate itori
(pekonaan penysren SOF beg pocet] oo il sy Monitoring, Jumlah Laporan 300.550.000,00
luasi dan Realisasi Keuangan
Pelaporan OPD yang dievaluasi
Pemb dan di ing
( Daerah
Layanan Pengadaan {Jumlah layanan 530.100.000,00
Barang/Jasa secara |Pengadaan
elektronik (LPSE) Barang/Jasa untuk
SPSE




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

B. L = NO DPA OPD FORMULIR
AGIAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH - DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA-OPD
KABUPATEN LAMONGAN L@ ORGANISASI PERANGKAT DAERAH A0ich ‘ 4.03.03.01. I 23 ‘ 003 l s I 2 221
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
| SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 4.01.03 - Sekretariat Daerah
: Terwujudnya / : Organisasi T 4.01.03.01 - Sekretariat Daerah
: Pembangunan Yang SrEenians kegiaal yeid - Program L ;f;fr?-ol-zﬂ - Program Fasilitasi dan dan g
B o s e dikendalikan dan dievaluasi s —— Gt 09.01. 5500058 Taiion Pemi an Desrah
i sebagai bah ij = . Setda
e gai bahan rumusan kebljakan = _ abA (Bagian 3
Sumber Dana : Dana Daerah
\—/
Indikator _ p— Folalallicur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program P e 100%
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN ey — ‘\ —
Dana yang dil 340.000.000
Program Fasilitasi dan Koordinasi
s . P 1200 Kegiatan
Kebijakan Strategis dan Evaluasi Rp. 1.610.000.000,00 APBD ki —
Hasil
Pembangunan Daerah Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Ekbang yang m 75 oPD
Rt
ran Belanja Langsung
Organisasi Per: Daerah
Jumiah
Hous Urslahy Volume Satuan Harga Jumiah
Lamongan, 23 Januari 2019 1 2 3 2 > o228
s BELANJA DAERAH 340.000.000,00
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU s|2 BELANJA LANGSUNG 340.000.000,00
SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI QEE Baians Pegawe! 69.000.000,00
- PEMBANGUNAN SETDA slzla joi] jueneemmbes Sora
WPP\\TEN LAMONGAN KABWPATEN LAMONGAN 5 131 |01 001 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.100.000,00
S ‘8(, N pengarah 200 jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan s o8 500.000,00 2.000.000.00
2 /\ S Penonggung jawab 200 jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan 6 o8 400.000,00 2.400.000,00
e e Kordinator 200 Jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan & o8 375.000,00 2.250.000,00
Ketuo 200 jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan & os 350.000,00 2.100.000,00
Sekretaris 200 jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan & oB 325.000,00 1.850.000,00
Anggota 200 je s/d 1M 3 Orang x 6 Bulan 18 o8 5.
ina Utama Madya [/ Pombina Tingkat IR e (R :.. - =
NIP. 19680112 198603 1 001 NIP. 19801027 199912 1 001 e . ) =
5|21 }o1|o003 Panitia Hasli )i 1.200.000,00
/ Pejabat Pemeriksa Hasll Pekerjaan Nilai s/d. Rp100 juta 1 4 oP 300.000,00 1.200.000,00
Orang x 4 Paket
s | 2| 1 |01] 005 | Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan 45.000.000,00
- Administrator RE 75 Orang x & Butan 450 os 100.000,00 45.000.000,00
s]2]12]02 Honorarium Non PNS ’5.400.000,00
52|21 |o2|001 Pegawai W Tetap 5.400.000,00
Anggota 200 jt s/d 1M 3 Orang x 6 Bulan 18 os 300.000,00 5.400.000,00
SN —— PR T N S S [ A '271.000.000,00




2016

. Tahun 2018
Baseline | Tahun

Target Realisasi Capaian

10 11

1 Persentase Jumlah Kegiatan Fisik 100 1974/197 99,85

Meningkatkan

i i * o,
kinerja Aparatur Kegiatan Yang  Yang terselesaikan 7 *100%

dikendalikan Tepat Waktu, Mutu
dalam

dan Dan Buku/ Jumlah
menyelenggarakan

tertib administrasi dievaluasi Kegiatan Fisik

e e e— Keseluruhanx100%
pembangunan

daerah melalui

prinsip 3 T (tepat

Waktu, Tepat Mutu,

dan Tepat

Buku/Administrasi)




CANA AKSI TAHUN 2019

1 Terwujudnya Meningkatkan Persentase Kegiatan =~ 100% Program Pembinaan Jumlah Pembinaan 2 kali 1. Pendataan nama PPK,
pembanguna kinerja Aparatur Yang dikendalikan Fasilitasi dan  Pelaksanaan  SDM (PPK, PPHP, PPHP dan pejabat
n berkualitas dalam dan dievaluasi Koordinasi Kegiatan Pejabat pengadaan, pengadaan seluruh OPD
dansesuai  menyelenggarakan Kebijakan Pokja ULP, dan
perencanaan tertib administrasi Strategis dan Pengawas Lapangan
dan pelaksanaan Evaluasi
pembangunan Pembangunan
daerah melalui
prinsip 3 T (tepat
Waktu, Tepat Mutu,
dan Tepat
Buku/Administrasi)
2. Pembinaan PPK,
PPHP,Pejabat
pengadaan, Pokja ULP
dan pengawas lapangan

Pembinaan Jumlah Pembinaan 2 kali 1 Pendataan penyedia
Jasa Konstruksi SDM (Pengguna jasa/rekanan se-kab
Anggaran dan Lamongan
Penyedia
Jasa/Rekanan)
2 Fasilitasi penyedia jasa

3 FGD antara KPA dengan
rekanan




CANA AKSI TAHUN 2019

Penyusunan  Jumlah layanan
Sistem Publikasi kepada
Informasi masyarakat
terhadap

Layanan Publik

Monitoring,  Jumlah Laporan
Evaluasi dan  Realisasi Keuangan
Pelaporan OPD yang dievaluasi
Pembangunan dan dimonitoring
Daerah

Layanan Jumlah layanan
Pengadaan Pengadaan
Barang/lasa  Barang/Jasauntuk
secara SPSE

elektronik

(LPSE)

1 aplikasi

1 Fasilitasi OPD terkait
RUP

2 Update laporan realisasi
fisik secara berkala

3 Pemberian surat
teguran bagi penyedia
jasa yang menyalahi
kontrak kerja

1 Update laporan
penyerapan anggaran
secara berkala

2 Penyusunan laporan
TEPRA
1 Fasilitasi penyedia jasa

2 Perubahan
pembentukan tim LPSE
3 Studi banding LPSE




SANA R

Tabel Penggabungan Kegiatan 2020

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Kebutuhan pagu
indikatif 2019

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Perubahan Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Usulan Kebutuhan
Pagu Indikatif 2020

2

3

4

Program Fasilitasi dan
K Kebii S

Yang dik

dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Program Fasilitasi dan

dan Evaluasi P-mbangunanw

%o i Yang dik

dan Dievaluasi

Pengendalian Pembangunan
Daerah

Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat
waktu dan sesuai dengan
perencanaan

Daerah
1 &P«oenddlm Pembangunan
Daerah

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Realisasi
Keuangan OPD yang dievaluasi
dan dimonitoring

Moriitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat
'waktu dan sesuai dengan
perencanaan

Prosentase tersusunnya laporan
tepat waktu

350.000.000

Penyusunan Sistem Informasi
Terhadap f_ayanan Publik

Permnbinaan Jasa Konstruksi

Jumlah Pembinaan SDM
(Pengguna Anggaran dan
Penyedia Jasa/Rekanan)

Pembinaan Jasa Konstruksi

Fasilitasi dan koordinasi bidang
administrasi pembangunan

Jurnlah Pembinaan SDM
(Pengguna Anggaran dan
Penyedia Jasa/Rekanan)

Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Pembinaan SDM (PPK,
PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja
ULP, dan Pengawas Lapangan

Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan

PPHP, Pejabat pengadaan,
Pokja ULP, dan Pengawas
Lapangan

Jurnlah Pembinaan SDM (PPK,

Penyusunan Sistem Informasi
Terhadap Layanan Publik

Jumlah layanan Publikasi kepada
masyarakat

Fasilitasi pen
belanja daerah

yusunan pedoman

Jumlah dokumen pedoman
pelaksanaan belanja daerah

Layanan Pengadaan Barang/Jasa

secara elektronik (LPSE)

Jumlah layanan Pengadaan
Barang/Jasa untuk SPSE

Lamongan, & April 2019

Pembina Tingkat
NIP. 19801027 199912 1 001 /

KEPALA BAGIANADMINISTRAS| PEMBANGUNAN







